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Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkal pencapaianpelaksanaan suatu
kegiatan/program dalom mewujudkan sasaran, tujuan, mist atao visi organisasi
yang tertuang dalam perumusan skemn sirabegis (strategic planming) suatu
organisasi baik sektor swasta maupun sektor publik yang dilakukan selama periode

waktu tertentu.



Penelitian dapat di lihat dari dua aspek. pertama yaitu aspek yang sama sekali
tidak ada hubungannya dengan keuangan atau tertentu disebut dengan kinerja non
kevangan (non financial performance). Aspek kedua yaitu aspek aktivitas yang

berhubungan dengan pengelolaan keuangan organisasi atau instansi tertentu

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005keuangan haruslsh relevan, handal dan dapat
dipahami supaya dapat digunakandalam pengambilan keputusan.

Dalam prakteknya laporan keuangan dacrah memiliki beberapa kendals yang
disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia baik kualitas dan



kuantitas, selain itu adanva keterbatasan pemahaman akan keuangan doerah pada
pemerintah daersh. Adanya kendala yang terdapat dalam penyusunan keuangan
daerah maka perlu diadakannya penilaian terhadap Kinerja Kenangan Pemerintah
Daerah dan kinerja pemerintah daershnya supaya dapat diketahui apakah

i dengan baik atau belum.

ngan publik. Mardiasmo (2009. 121) menyatakan bahwa penguk

balamced scorecard, value for money, n' hicrarc _ r processdan analisis rasio
keuangan. Metode penilaian kinerja pada sektor publik tersebut tidak hanya
digunakan untuk mengukur aspek finansial saja, namun juga aspek non finansial,



Kewsangan sektor publik yang berfokus pada aspek finansial untuk menilai pada
pemerintah daerah adalah analisis rasio keuangan. Pada instansi pemerintah daerah,
penilaian kinerja kevangan dengan menggunakan analisis rasiokevangan dilakukan
berdasarkan duta laporan kewangan pada pemerintsh dserah vaitu berupa

Sumber. Kementerian Keuangan dan Laporan Kinerja Keuangon

Gambar | .| Grafik Kinerja Kevangan Pemenntah Daerah di Sumatera Selatan
Tahun 2019




Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pemerintah
daerah di Sumetera Selatan beragam. Kabupaten yang paling tinggi kinerja
keuangannya adalah Kabupaten Musi Rawas, sedangkan lagi paling rendah adalah
Kobupaten Oku Selatan. Tingginya kinerja keusngan di Kabupaten Musi Bawas
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7 laporan keuangan
pemerintah daerah dan ¢ in berpengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai salah satu sumber yang
digunakan untuk membiayai penyelengparaon  pemerintah  daerah  dan
pembangunan daerah. Hal ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat
dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daersh demi

5



kelancaran penyelenggarsan urusan daerahnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD

merupakan revenue oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.
Pendapatan yang semakin meningkat diharapkan bisa memenuhi kewajiban
pemerintahdaerah dalam memberikan ]}Eiaym publik kepada masyarakat. Suatu
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Sumber. Kementerian Keuangan dan Laporan Kinerja Keuangan
Gambar 1.2 Grafik Pendapaton Asli Daerah di Sumatera Selatan Tahun 2019

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilthat bahwa pendapatan asli daerah di di
Sumetera Selatan beragam. Kabupaten yang paling tinggi PAD-nya adalah
Kabupaten Banyuasin, sedangkan PAD-yang paling

sin disehabkan oleh efektifnya

rendah adalah Kabupaten Musi

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar pemerintahan daerah.
Dengan jumlah aset/pegawai/ produktifitas yang lebih besar sehingga diharapkan
memiliki kinerja keuangan vang lebih baik daripada daersh vang lebih kecil
(Patrick. 2007) dalam Lesmana (2010).



Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Kinerja Keuangan
dapat diketahui bahwa ukuran pemerintah dserahkabupatenkota di Sumetera
Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini.

SR « Pemerintah Dserah i ScRSilaon Sahn 2019
Pemerintah Dacrah di
Musi Banyuasin,
Penclitisn dilakuksRGIRITGNE G RN, menujiken biba
pendapatan asli daerah berpengarub signifikan secara positif terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Sedangkan penelitian Putn &
Darmayanti (2019) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh
negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bali. Penelitiandari
Muhammad Arifin, dkk (2018) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah



tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sumatera Barat,

Sari (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah di Jawa Timur. Sedangkan
Puspa (2019) dalam penelitiannnya menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah
berpengaruh negatif terhadap kinerja ke

cabupaten‘kota se-Pulau Sumatera.
B | pesdapatan APBN yang
k. mendanal kebituhan doerah dalam



el

Berdasarkan uraian di atas. rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai

berikut.
I. Bagaimana pengaruh pendapatan asli doerah terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah di Sumatera Selatan tahun 2015 - 20197
2. Bagaimana pengaruh ukuran pemerintah daerah (total asset) terhadap kinerja

10



keuangan pemerintah daerah di Sumatera Selatan tahun 2015 - 2019?
3. Bagaimans pengarvh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan
pemerintah dagrah di Sumatera Selatan tahun 2015 - 20197
4. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah (total
asset), dan dana perimbangan bersama-sama terhadop kinerja
tahun 2015 - 20197

kevangan pemerintah daerah di Sumatern Selaton tohun 2015 - 20197

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi sebagai berikut.
1. Manfaat Secara Teoritis
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Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, ilmu dan
scuan dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil
perhitungan Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemenintah Daerah (Total
Asser, Dana Perimbangan) yang dimiliki oleh pemeriniah daerah.

2. Manfast Secara Praktis

a. Bagi Peneliti
| san terkait dengan hal hagmemana cars menghitung

Kinerja Keuangan Pemerintah Ducral Kabupaten din Kota di
Sumatera Selatan dalam mengelola kevangan daerah dari tshun ke

il penelitian ini diharspkan dapat meml it 4
.'-..;.-fq'q'r ‘“ dan_pelayanan, serta Atk

timbangan

c. Bagi pihak Masyarakat
Hasil penelitian ini dopat dijadikan pengetahuan bagaimina Kinerja Sumatera
Selatan dan masyarskat dapat membantu pemerintah dengan  ikut
berpartisipasi dalam memberikan masukan.
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